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Ardli Nuur Ihsani, S331602004. Penerapan Sah Tidaknya Penetapan 
Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dalam Tindak Pidana Korupsi dari 
Perspektif Hak Tersangka. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perluasan objek 
praperadilan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan tujuan 
praperadilan dan untuk mengetahui tentang penentuan keabsahan penetapan 
tersangka sebagai objek praperadilan dalam tindak pidana korupsi dari perspektif 
hak tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif 
dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer 
dan sumber bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang 
dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perluasan objek 
praperadilan sejelan dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu sebagai sarana 
bagi tersangka yang merasa hak-haknya terampas atau dikurangi dalam proses 
penyidikan. Hal ini sebagai jalan keluar atas ketidak jelasan KUHAP dalam 
mengatur jangka waktu penetapan tersangka sehingga seseorang yang ditetapkan 
sebagai tersangka tidak terlalu lama menyandang status tersebut dan berada dalam 
ketidak jelasan perkara yang sedang ia alami. Selain itu penentuan sah tidaknya 
penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam tindak pidana korupsi dari 
perspektif hak tersangka sudah tepat karena selama ini asih ada penyidik KPK 
yang menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur dan 
apabila hal tersebut dibiarkan maka akan menjadikan suatu upaya paksa bagi 
seseorang yang belum tentu memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk 
dijadikan sebagai tersangka. 
 













Ardli Nuur Ihsani, S331602004. The Application of Assignment Legality of 
Suspected to be Pre-Trial Object in Corruption Crime Viewed from The Right of 
The Suspected Perspective. Master of Legal Science of Faculty of Law 
Universitas Sebelas Maret. 
 
This research aimed to find out the compatibilty of pre-trial object 
expansion in Supreme Court’s Verdict Number 21/PUU-XII/2014 in corruption to 
the objective of pre-trial and to find out the application of assigment leaglity of 
suspected perspective. The research method employed was normative reasearch 
in which the material sources includes primary and secondary law material and 
the analysis was conducted using syllogism deduction. 
Considering the result of research it can be concluded that expansion of 
Pre-trial objects is in line with the objective of pre-trial it self, as the means for 
the suspected feeling that their rights have been deprived or reduced in 
investigation process. It become the solution to the unclear provision of KUHAP 
in governing the period of assignment of suspected so that a individual assigned 
to be the suspected would have such the status not too long and is not unclearness 
of case he is encountering. In addition the application of assignment legality of 
suspected to be pre-trial objects in corruption crime viewed from human rights 
had been approciate because so far there are some KPK investigators assigning 
an individual as the suspected inconsistently with the producedure, and when it is 
left it will be a compulsive attempt agaits an individual uncertainly fulfilling 
adequate preliminary evidence of being the suspected. 
 














“Your life does not get better by chance, it gets better by change.” 
(Hidupmu tidak akan lebih baik karena kesempatan, tapi dengan perubahan) 
Jim Rhon 
 
“Before you pray-believe, before you speak-listen, before you spend-earn, before 
you write-think, before you quit-try, before you die-live.” 
(Sebelum kamu berdoa-percayalah, sebelum kamu bicara-dengarkanlah, sebelum 
kamu mengeluarkan-dapatkanlah, sebelum kamu menulis-berfikirlah, sebelum 
kamu menyerah-cobalah, sebelum kamu mati-hiduplah) 
Six ethics of life 
 
“You only live once, but if you do it right once is enough.” 
(kamu hanya hidup sekali, tapi jika kamu menjalaninya dengan baik, sekali saja 
sudah cukup) 
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